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ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau 
Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian 
Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No.38 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.196, TLN No.5934) 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Peraturan Menteri ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara di lingkungan  Kernenterian 
Keuangan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri  Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Tuntutan Ganti Kerugianberlaku 
pula terhadap uang dan/ atau barang bukan  milik  negara  yang  digunakan  dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Kementerian  Keuangan  tidak  melaksanakan  kewajiban melakukan verifikasi terhadap informas dikenakan 
sanksi administratif  berupa  hukuman  disiplin  ataupun pembebas tugasan  dari jabatan  atau  sanksi  lain 
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan laporan hasil verifikasi, Menteri selaku 
PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. Penggantian  
Kerugian  Negara  berdasarkan  penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (Sembilan 
puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS. Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian 
Negara  dilaksanakan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyelesaian  ganti  Kerugian  
Negara  dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pedoman Pedoman Tata Cara 
Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian 
Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku  Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada 
Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap 
berlaku. 

  - Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya 
Peraturan  Menteri  ini,  tunduk  pada  ketentuan Kepmenkeu No.508/KMK.01/1999  sebagaimana telah 
diubah dengan Permenkeu No.213/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No.1850). 

  - Kerugian  Negara  yang  terjadi  sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan 
Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepmenkeu No.508/KMK.01/1999  sebagaimana telah diubah 
dengan Permenkeu No.213/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No.1850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017 

  - Lampiran Hal. 43-138 

    

    

 
  


